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KEPALA DESA JAMBEARUM

KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBEARUM,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan

penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala
Desa dan ketua BPD.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jambearum
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026

Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di
Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala
Desa (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2019 Nomor 2);
Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -
2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2).



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM

dan
KEPALA DESA JAMBEARUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perdesaan adalah kawasan ketja sama antar Desa untuk
pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan
ketertiban.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa,

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha,
kegiatan  kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di  bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengnn nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh  BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa  yang
selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember ,
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa
dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan
penanggulangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,
Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan,
pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang
memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa
berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan
untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah
ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai
bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya
yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat
Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas
dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan
kebijakan strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat
kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa
sampai dengan tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan
kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP
Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang
menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
pemerintah  daerah  kabupaten melalui mekanisme
perencanaan pembangunan daerah.
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Aset Desn adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibelf atau diperoleh atas beban anggaran
pc}r:dapman dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang
sah,

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi
sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya
manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya
ckonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses,
dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber
daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa,
dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi
kesejahteraan bersama masyarakat Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima
kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa, dan unsur masyarakat.

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas,
efektivitas, dan  akuntabilitas  pemerintahan  Desa,
Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan
sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa
untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang
dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan
menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong
royong di kalangan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau
bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang
sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran



pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB

Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:
BAB |

BAB I

BABIII

BABIV

BABV
LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang.

1.2, Dasar Hukum,

1.3, Tujuan dan Manfaat.

1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.

1.5, Sistematika,

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi - Misi Kepala Desa.

2.2, Gambaran Umum Sosial Budaya.

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.

2.4, Gambaran Umum Ekonomi.

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
RKP Desa Tahun sebelumnya. ‘

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM
Desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana
alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah.

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran
2023.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala
Desa.

4.4, Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

PENUTUP

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar
Hadir.

2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim '
Penyusun RKP Desa Tahun 2023,

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang
Masuk ke Desa.

5. Data dan informasi tentang rencana
pembiayaan pembangunan Desa.




6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program
dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa
untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah
Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.

9, Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak
Ketiga.

10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.

12. Gambar Desain Kegiatan.

13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

14, Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.

15. Berita acara hasil penyusunan rancangan
RKP Desa.

16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa, Notulen dan Daftar
Hadir.

17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.

18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.

19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP
Desa tahun 2023.

20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa
tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.

21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023
dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan RKP Desa tahun
2023 , Notulen dan Daftar Hadir.

23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-
RKP Desa Tahun 2024.

24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

: Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel
oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran
(DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan
dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau
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A, lerfadl perfstiwa lkhusus, seperti bencana alam, krisis politik,

Icl'lulg okonomi, dan/atau  kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b 1:*[‘(1(1]1‘1(- perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota,

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati hersama dengan BPD dalam Musrenbang
Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa,

BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan
pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023,
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
nepanjang mengenal teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
oleh Kepala Desa,

Pasal 8
Peraturan Desa inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuf, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa,

Ditetapkan di Desa Jambearum
Pada.tanggal, 07 Oktober 2022
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/KISPALA DESA JAMBEARUM
A\

JAMBEARUM



BADAN PERMUSY
DESA JAMBES AWARATAN DESA

IR RUM KECAMATAN PUGER
- "aya Puger No. 173 Desa jambearum - Puger

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM
| TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2023
MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023, telah

\ disepakati dalam musyawarah Badan

/ Permusyawaratan Desa;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan
Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 menjadi
Peraturan Desa.

Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
s Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

' 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
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11,

12

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Indonesia Tahun 201

4 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik In¢ e BABE) | ;

lonesla Nomor 5568) sebagalmana
;2::2 rtiixiltlblnh l)cl)cm])n' ]mll terakhir dengan Peraturan
Republi ﬂll ‘N()Im)l"? Fahun 2016 (Lembaran Negara
Forabih R Inc oncslum Fahun 2016 Nomor 57);
Tont nanentcri l)'n\lmn Negerl Nomor 111 Tahun 2014
Ne ang Pedoman “Teknis Peraturan DI Dewa (Berlta
P Eﬁm Republik Indonesta Tahun 2014 Nomor 2001);
eratumn'Mcmcrl Dalam Negerl Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewepangan Desa (Borlta Negara Republik
Indonesta Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Dona (Berltn
Negara Republik Indonesta Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 96 Tahun 2017
tenmng Tatn  Cara  Kerjn Sumn Desn  dl Bldang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republilc Indonesin
Tahun 2017 Nomor 1444),

Peraturan Menter! Dalam Negerd Republik Indonesla
Nomor 18 fTahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Dosa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolann Keuangan Desa (Beoritn Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keunngan Desa (Berdta
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14906);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daernh
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasl Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
Peraturan Bupatli Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan
Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DI
Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa di Kabupaten Jember,



20. :
f:;aturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020
tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di

21.

Kabupaten Jember;
Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul
dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jambearum
Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun
2020 Nomor 2j.

Memperhatikan

Tahun

Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum Nomor
2022 Dan Badan Permusyawaratan Desa

Jambearum Nomor Tahun 2022 Tentang Penetapan
Raqcangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 Menjadi
Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Bupati Jember;

Camat Puger;

g P8 3

MEMUTUSKAN :

Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas
Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun
2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Jambearum Tahun 2023.

Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambearum
eef 2028

N

. //\_
N\

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;

Kepala Desa J ambearum.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



KABUPATEN JEMBER

KESE.
;’m 1;1; :ERSAMA KEPALA DESA JAMBEARUM DAN
USYAWARATAN DESA JAMBEARUM

NOMOR 4 TAHUN 2022
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2023 MENJADI
PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA JAMBEARUM TAHUN 2023

pada hari ini, JUM/AT . tanggal, .97.. bulan, ..9FT2%Ef ... tahun Dua ribu dua
puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini : :

1. Nama IMRO’ATI
Jabatan : Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger

Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

1. Nama ATIM SYAMSUL ARIFIN
Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Nama M. FARID WAJEDI
Jabatan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
3. Nama ELOK ROWINDI
Jabatan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa
Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
4. Nama YOYOK WAHONO
Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
5. Nama BAHRURROJI
Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Nama LILIK ERMA SARASWATI
) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
o Kecamatan Puger Kabupaten Jember
8. Nama SITI ALEIYAH
) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum
yaoat Kecamatan Puger Kabupaten Jember
9. Nama ERWIN FATMAWATI
" Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum

Kecamatan Puger Kabupaten Jember



Dalam hal ini i
Desa Jambears,?nrt;? dak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
fcamatan Puger Kabupaten Jember

pesa, dengan ini menyatakan bath;n; 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di

1. Dalam rangka penyusunan R
Rencana Kerja Pemerintah
sesuai dengan proses dan
sebagaimana yang diatur
Daerah Tertinggal dan Tr
2020 Tentang Pedoman
Masyarakat Desa,

ancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang

Desa Jambearum Tahun 2023 telah dilakukan

tahapan penyusunan dan mekanisme RKP Desa

dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
ansmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
dan & Ufil‘il{m Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

urat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupagen Jember Nomor 414.1 /585/35.09.3}:’21 /2022 yTanggal 30
Juni 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023;

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan
Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Jambearum Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
g(a).l;lsb.earum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun

3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila

disepakati %: (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan
Permusyawaratan Desa.

| Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum dan Badan
| Permusyawaratan Desa Jambearum ini dibuat dan ditandatangani untuk
dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023.

Dibuat di : JAMBEARUM et
Pada tanggal :_07-10- 20X,




BADAN PERMy
DESA JAMBEARyy - WARATAN DESA

JL. Raya Puger g 1oa FECAMATAN PUGER
0. 173 Desa Jambear
_— ‘um - Puger

Jambearum, ¢ -\0-2022

mor : Ab /BPD.201¢ 202 3
fﬁmpifa“ 2 /2082 Kepada Yth.
pen'hal : Penyepakatan Bersams Kepala Desa Jambearum

Rancan Pel‘&turan Desa Di -

Jambearum
Dengan hormat.

Menindaklanjuti
/35.09.08. 20-I 10 /zoggrat;n Kepala Desa Jambearum, Nomor 900/

Ran ggal 0 OFTo®e it 2022 tentang penyampaian
Jm%f;m PTel:tmn Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
ahun 2023, kami mengundang anda pada :

Hari 2 JU‘“'M_ .....
Tanggal : 07 D\%WF- 2022
Jam DA 0e Wl
Tempat : Kantor Sekretanat BPD
Agenda : Penyepakatan Bersama Rancangan Perdes tentang
l;encana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun
023

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

BADAN PER] USYA\ AR(\ SA JAMBEARUM

“*
~
<
P 0
-
-
-
-

NET L
LAl e

Tembusan : . )
1. Camat Puger sebagai laporar;

2. Arsip



RESEPAKATAN 31 RITA

Rt ACAR

DESA gy SERIAMA KIPALA Do 1
BARUM Kisclralsh DIESA DAN 1391

Kabupaten """'nbe.-' AN PUGKR

J]\ENt]\AN G

PERATURAN DESA 1
'ANG R
RKP DESA 11 m’ﬁ 13182';/\ PEMERINTAH DISSA

pada hari ini Jumac

012 nnu-‘.u... tan 'y ‘U ) 4 )
“g"“""""““'kam{yangb Sgal 11"‘!'0‘-!- butan , Q¥1FE (ahun

1. IMRO'ATI ertanda tngan dibawah fnf;
: um}l@ DCB&I Jambearum dalam hal inf bertindak
Jﬁihbem-ﬁﬁ? ‘ fltus nama  Pemerintah  Desa
‘ selanjut it e
KESATU, | l‘j‘ﬂp.ltltnyn disebut sehagal PIHAK

2. ATIM SY | AN b B e
AMSUL ARIFIN . Ketuh'BP1 Désa Jambearum

dalain hal ini bertindak untuk dan atas nama
[ ?@ﬂaﬂx \ Permusyawaratan Desa  (BPD)  Desa
Menyatakan bahwa: L _\,.ﬁlr‘l’}beurUm selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
L. FI HtAK KgDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
l’\?gSE;\?I‘gU encana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penctapan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
' 3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
’ Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila
; semua proses telah selesai.
4 PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Qamat 'Pugqr untuk
mendapatkan klarifikasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini. . |
Demikiii Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

l Mengetahui, oo

) ‘\ WAD Keﬁal%\De sa,

v Gy

LY N
il A ;
\/AT]M SYAMSUL ARIFIN




. BBERITA ACARA
ARAH BADapY PERMUSYAWARATAN DESA

; dengan penyusunan rancangan

‘Berkalatan Puger Kabupaten Jember pada .PeratUran Desa di Desa Jambearum

[
4 : GESAMIE,T I
e - ;.00 OFTogeR 2022
i § ‘ A we, g
- + . FANTOR TRRETedT Gpp

dilakséngaakﬁ musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana
 (erja Perenin esa Jambearum Tahun 2023 dalam hal kesesuaian kegiatan
| perpedomal’} pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun

0197 2025, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan keputusarn
qusyawarah desa, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan
| anjutnya rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk

} jibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

b e 1.ian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
orrunakan sebagaimana mestinya.

jawab dan

2022
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

PERA DJAMBEARUM
RECAMATAN ! PUGER
KABUPATEN U JEMBER
PROVINS! 1 JAWA TIMUR
" Prakiran Biaya dan
Brlang/ Jents Kegtatan tua: Pelaksanaan
o g/ o Mendukung SDG's Desa Ke- Data Existing Tahun | Target Capalan Lokasi Keglatan Volume dan Satuen it Sumibect el S Pola
Barjalan Tahun Ke-N (RT/ RW/ Dusun)
Ridang Sub Bidang Nama Program/ Keglatan Volume | Satuan M[! Ml Swakelol ' KAD ’ Kerjasame
W N o 0 ) ® m ® ® | oo ay [ ) a0 [ os [ pe
| Penyelenggaraan Penyelenggaraan Balanja laa
Pemerintahan Desa |  siltap, Tunjangan dan TMNI m';e; :h;:l::“ Tetap dan J
Oparasional
PemerintahanDesa  |penghasitan Tetap dan Tunjangan Kepala  |SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
. la De:
Desa dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 1 Orang Kepala Desa 78.000.000] ADD/PAD v
Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Perangkat Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat |SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
Desa dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 10 Orang Perangkat Desa 390.468.000| ADD/PAD v
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat [SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Kepala Desa dan
Desa dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum n Orang Perangkat Desa 43.612128] ADD v
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Kepala Desa dan
(AT, Honor PKPKD dan PPKD, Petugas dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 12 Bulan Perangkat Desa 54.855.872] aoD v
Desa Lainnya)
TR ——
Penyediaan Tunjangan BPD SDGS18: ' Desa Dinarnis Desalambearum | 1 | Tabum BPD 7267.000( ADD/PAD | ¢
dan Budava Desa Adaotit
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, [SDGS18: Kelembagaan Desa Dinamis
Makan Minum, Pakaian Seragam,DLL)  |dan Budaya Desa Adaptit Desa Jambearum 9 | Orrg 8PD 7317.000| BGHP v
Penyediaan Operasional dan Insentif SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
RT/RW dan Budaya Desa Adaptif Desalambearum | $9 | Orang [  RTdanRW 142650.000|  ADD v
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala |
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Kepala Desa dan
Desa dan Perangkat Desa (THR, Purna dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 11 Orang Perangkat Desa 30.939.000| ADD/PAD v
Bhakti Dil.)
Penyedlaan Honorarium Staf Perangkat .
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Stat Perangkat
:;)sz. Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 2 Orang Desa 68.459.000| ADD/PAD v
Lain-lain Sub bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jaminan Sosial untuk BPD dan Staf SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis BPD dan Staf
Desa Jambea 415,
Perangkat Desa dan Budaya Desa Adaptif A SmbeRnm N Orang Perangkat Desa 8.415.000)  ADD v
Penyedlaan Sarana P
Prasarana Pemerintahan enyediaan Sarana (Aset Tetap)
Desa Perkantoran/ Pemerintahan Desa
A i i
2. Pengadaan Laptop/ Komputer s:st'aa' Kelembagaar:i:)esa S Kantor Desa 2 Buah Perangkat Desa 15.000.000] ADD v
3. Pengadaan Printer o s Deta Pinamia Kantor Desa 1 | sush | Perangkatbesa 4000.000] ADD v




Kepala Desa dan

Bangwnan Gedung Kantor SDGS 18 : Kelembsa, Desa Dinamis .
| can puteya Deca Adapr Kantor Y | rerangkatDess v \ ( \
Desa
SDGS 18 : Kelemba Desa Di i
1. Pemeliiaraan Kornputer danprinter | > A8 . Kantor Desa s | PerangkatDesa 10.000000| ADD v
2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Milik [SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Kepala Desa dan
Decs dan Budaya Desa Adaptif Kantor Desa Ls Perangkat D 3.000.000| ADD v
_ SDGS 18 : Kelembagaan Desa Di i Kepala Desa
3. Pemeliharaan Peralatan lainnya s e, D Kantor Desa Ls i £ 1.000.000] ADD v
Pengelolaan Administrasi |Pelayanan Administrasi Umum dan
Kep i3 | Kependudukan
i 5 1P {ol ikasi Pel
m::" Sipil, Statistik " S n:ghrako) ’ SDGs 10 : Desa Tanpa Kesenjangan Desa Jambearum Ls Masyarakat I 4.000.000 BGHP v ’
Penyusunan, Pendataan dan
Pemutakhiran Profil Desa
1. Pemutzkhiran Dzta SDGs SDGS 17 : Desa Berjejaring Desa Jambearum Kali ‘ Masyarakat , 10.000.000, DD v ’ !
|Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan | o 0. boc perieianing Desa Jambearum Kali ! Masyarakat I s.noomol ADD l v l I l
tentang upz:jm dan Capil SDGs 17 : Desa Berjejaring Desa Jambearum Kali Masyarakat 3.000.000] ADD v
P dan Analisi iski Desa L
Partisipatif SDGs 17 : Desa Berjejaring Desa Jambearum Kali Masyarakat 5.000.000f ADD v
Dukungan Penyelenggaraan Isbat Nikah/ L .
Nikah 1 n SDGs 16 : Desa Damai Berkeadilan Desa Jambearum Kali Masyarakat 5.000.000] BGHR v
Penyelenggaraan
a . ata Penyelenggaraan Musyawarah
Praja Pemerintahan,
Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
Perencanaan, Keuangan
dan Pet (Reguler)
1 warah Desa Perencanaan SDGS 18 : Kel Desa Dinamis
2 e:‘«“;:\rzl - o m@:ﬂ Desa Jambearum Kali Masyarakat 2.123.000| BGHP
2. Musyawarsh Perencanaan Pembangunan |SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
™ ) dan Adaptif Desa Jambearum Kali Masyarakat 2.123.000] BGHP
3. Musyawarzh Perencanaan Desa SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis K
pembohasenaPBDes  |dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearurn Kali Masyarakat 2000.000| BGHP v
Penyelenggaraan Y ah Desa
Lainnya (Musdus, Rembuk Desa Non
Reguler)
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
1. Musyawarzh Desa N : faptif Desa Jambearum Kali Masyarakat 9.370.000 DD v
o SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
2. Musy ah Khusus ] dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum Kali Masyarakat 2.000.000 DD v
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
3. Penyelenggaraan Musdus Ly va Desa Adaptif Desa Jambearum Kali Masyarakat 4.500.000 DD v
. SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
4. Rembuk
Stunting Desa dan Budaya Desa Adzptif Desa Jambearum Kali Masyarakat 3.000.000 DD v
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPIM Desa, RKPDesa, DLL] Desa Jambearum
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
1
Penyusunan RKPDes dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum Kegiatan|  Masyarakat 2500000 DD v
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dil)
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
1. P
'enyusunan APBDes o Bt ¢ Desa Jambearum Keglatan Masyarakat 4,000.000 oD v




) ahan Perencanaan SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis R
f.‘,’:::ﬁ:',’, = ;;;::b han Perenc @ o BudayaeDesa Asd:ptlf \ Desa Jambearum \ 1 \Kes\ahn Masyarakat \ n..oou.mu\ L o)) \ ~ ; S \ ‘
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis N
3. Penyusuran LPJ dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum \ 1 \Kegntm\ Masyarakat \ 5.000.000\ DD \ ] \ \ \
inventarisasl Aset Desa ‘
Pengelolaan Aplikasi Inventarisasi Aset Desa | SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Kepala Desa dan
(SIPEDA) dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 1 Ls Perangkat Desa 2.569.000| DD v
Penyusunan Kebljakan Desa (Perdes/
Perkades Selain Perencanaan/ Keuangan)
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
1. Penyusunan Perdes ki .020.
Y! dan Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 1 tahun Masyarakat 2.020.000] BGHR v
SDGS 18 : Kelemb 1 Desa Dinamis
2. Penyusunan Perkades = ]
yus! an Budaya Desa Adaptif Desa Jambearum 1 tahun Masyarakat 664.000] BGHR v ’ 7
3. Penyusunan Keputusan Kepala Desa SDGs18: Kelembagaan'Desa Dinamis Desa Jambearum 1 taun Masyarakat 2.814.000f BGHR v ’ , 7
dan Budaya Desa Adaptif
Penyusunan Laporan Kepala Desa/
Penyelenggaraan Pemerintahan Desay
Laporan Akhir tahun anggara, Laporan
Akhir masa jabatan, Laporan Keterangan

Akhir tahun Anggaran, Informasl Kepada

1. Penyusunan Laparan Kepala Desa (LPPD, \sm;s 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Inrmbaartn 2 P ’ Permerintih 0 I 2 sas.soo! 3GHP ! ’
IPPD) dan Budaya Desa Adaptif
\Pengemhamn Sistem Informasi Desa I
1.Pengelolaan dan Pemeliharaan faringan | (o 15 becs perjejaring Desa Jambearum 1 Kali | Pemerintah Desa 8.700.000| ADD v
Koordinasi/ Kerja Sama Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(Antar Desa, Kecamatan dan Plhak Ketiga )
1. Monitoring dan Evaluasi bersama Pihak  [SDGS 18 : Kelembagaanlnesa Dinamis Desa Jambearum 3 Kali Pemerintah Desa 5000000 PAD v
Ketiga dan Budaya Desa Adaptif
@ Bolal Koot \
Pengangkatan Perangkat Des;f dan Staf SDGS518: Kelembagazn-Desa Dinamis Saimbesrin N Kali Pemerintah 15000000] ADD v
P gkat Desa (Yang Ji g |dan Budaya Desa Adaptif Desa Desa
Desa)
SubBidang Pertanahan | 5 4 nictrasi/ Intensifikasi PBB SDGs 17 : Desa Berjejaring Desa Jambearum 1 tahun Masyarakat 8.820000| BGHP v
Sertifikasi Tanah Desa/ Kas Desa Z:GSB 18; Kel::a@a: Desa Dinamis Desa Jambearum 12 Ha Pemerintah Desa 30.000.000| ADD v
Jap Budaya Desa Adaptif
S 18 : Kelembagaan Desa Dinamis ‘ -
Administrasi Persewaan Tanah Kas Desa j:gB:: : esa Afia " Desa Jambearum 1 Kegiatan | Pemerintah Desa 2.815.000f PAD v
dan Budaya Desa Adapti
Penentuan/Penegasan/ Pembangunan SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis Desa ) =
ambearum 2 X
Batas/Patok Batas De dan Budaya Desa Adaptif Kegiatan | Pemerintah Desa 5.000.000| BGHP W
Jumiah Per Bidang | 1.140.049.800
Pembangunan Desa | Sub Bidang Pendidikan
gu E Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/
Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,
Pakaian dit)
1. Operasional Penyelenggaraan PAUD SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas Desa 2 Unit PAUD Desa 10.000.000 DD v
2.Bantuan insentif bagi guru TPQ/TPA | SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas Desa 72 | arang Guru Ngaji 23.058.000 S"";: 0/ v
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,
v
Sarana PAUD Dst)




prarsyaciianns Fengadasn ArG dan Sacane

1 Pendidikan Bagl

/sDG- 4 ; Pendidikan Berkuslitas

Desa

\ 2 \ Unit \ PAUD Desa \

|

l.m.wn\ oo\ 4 Y—Yh\
1. Pelatihan Pola Asuh Anak (Parenting) SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas Desa 3 kali Masyarakat \ 2 000.000\ DD \ y \ \ *\\
’Pemell haraan Sarana Perpustakaan/ .
Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa 5DGs 4 : Pendidikan Berkualitas Desa 1 unit Masyarakat 5.000.000 ‘ DD v
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/ TK/
TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas Desa 1 Is P
'AUD, .000.
Desa /TKITPQ 5000000 | DD v
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/
Pengadaan Sarana Prasarana/ alat Peraga
PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non
Formal Milik Desa
\1. Pembangunan Gedung PAUD Lemuru 123 ‘SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas Dusun Kedung Sumur 1 unit PAUD 118 150.000.000 [2]1) v ’
\z. Rehab Gedung Untuk PAUD 118 \ i I ]
3. bantuan Sarana Prasarana untuk TP!
\TP A o/ \SDGS 4 : Pendidikan Berkualitas semua dusun 6 Unit PAUD Desa ] 20.000.000 ! DD I v l ]
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa g
(Pengadaan Buku, Honor, Taman ) SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas Desa 1 Is Masyarakat 10.000.000 DD v
Dukungan Pendidikan bagl Keluarga v
Miskin/ Berprestasi
1. Bantuan biagi siswa miskin berprestasi \SDGs 10: Desa Tanpa Kesenjangan Desa 6 Kall Siswa Miskin 10,000.000 DD v
Sub Bldang Kesehatan /
Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa ”
Polh Millk Desa (Obat, Insentif, Kb dsb) SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera Desa 1 Is Masyarakat 15.060.000 DD v
Penyelenggaraan Posyandu (| - " : .
Tambahan, Kelas Bumll, Insentif) SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera esa tahun Masyarakat 33.850.000 2] v
Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan
(Untuk masyarakat, Tenaga dan kader SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera Desa 1 kali Masyarakat 3.600.000 DD v
Kesehatan dll.)
Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan v
1. Pernberantasan Sarang Nyarmuk (PSN) SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera Desa 1 Is Masyarakat 3.000.000 DD v
2. pencegahan dan Penanggulangan Covid ,
19 (Desa Aman Covid 19) SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera Desa 1 Is Masyarakat 20.000.000 DD v
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Posyandu/ Polindes/ PKD SDGs 3 ; Desa sehat dan sejahtera Desa 1 Is Masyarakat 10.000.000 oD v
Pembangunan/ Rc'ubillus_l[ Peningkatan/
|Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ |SDGs 3 ; Desa sehat dan sejahtera Desa 1 unit Masyarakat 10.000.000 DD v
Polindes/PKD
Pengadaan,
e / Pemeliharasn Alstbant oo s 3 Dess sehat dan sejahters Desa 1 Is Masyarakat 10.000000| DD v
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Camrains pmrmhm arcam ey Sany aimis
Ponenganan Kalusrga Stunting

[

\

/,_ Pengelolasn Rumah Desa Sehat [sDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera Desa \ 4 \ Bulan \ Masyarakat \ 'ABI)ZI.M&\ DO/Siga \ v \ \
V)] \
yelenggaraan yarak
/Hldup Sehat (GERMAS) SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera Desa tahun Masyarakat 6.000,000 DD
Sub Bidang Pekerfaan
Umisin deniPenstass !Pemellharun Jalan Desa
Ruang . SDGs 9 : Infrastruktur d
Pemeliharaan aspal Jalan JI, Pad; i . 7 dan Inovas| Dese
pal la adang Pasir Sesual Kebutuhan Dusun Darungan 365x3 | meter Masyarakat 45.000,000 DD v
SDGS 9 : Infrastruktur dan Inovasl De:
Pemelihar, "
emeliharaan aspal Jalan Kenanga \ " Dusun Krajan 200x2,5| meter Masyarakat 86.000.000 [+/s]
SDGs 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa
P
emeliharaan aspal Jalan Kedung Sumur . Dusun Krajan 600x2,5| meter Masyarakat 65.000.000 51}
) 5DGs 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa
Pemeliharaan jalan Dahlia Se Dusun Krafan 185%2,5| meter Masyarakat 65.000000 DD
SDGs 9 : Infrastruktur dan Inavasi Desa
Perawatan Jalan Dam Lima <o semua dusun 500 Meter Masyarakat ’ 75.00&000] 25} ,
Pemellharaan Jalan Usaha Tani I ’ ! I
herwaarlelon SowehiDR SDGs 9 ; Infrastruktur dan inavas Desa DuscrKedung Bumes ’ 200x2,5 I oter Petan! 5,000,000 [ oo ’
Pemellharaan Prasarana Jalan Desa /

(Gotong Royong, Selokan, Parit/ Drainase,
dil)

|
|

1. Normalisasi Saluran Drainase/ Irigasl
(PYTD)

S0GS 9 ¢ Infrastruktur dan Inovasi Desa
Sesus| Kebutuhan

Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas
Desa

Dusun Kedung Sumur ’ 300

z’
B
[ v |

Meter

Masyarakat !

1, Pemeliharazn/ Pengecatan Gapura batas |SDGs 9 ; Infrastruktur dan Inovasi Desa
Desa Sesual Kebutuhan Desa 3 unit Masyarakat 15,000,000 [ oo
Pambangunan/ Rehabilitasl/ Peningkatan/
pengerasan Jalan Desa
P (™ Inehabill l':;.-’ ingk /p
engerasan Jalan Linghungan
Permukiman/Gang
Favinglsasl dan Tembok Fermbatas Jalan 3%- 9 1 Infrastrubtur dan Inovas) Desa OusuriDerungsn 153x2 | meter P pp— -
DG 9 In}rmlruklm dan Inovasl Dess
Rehabilinash Jalan Abu Amin ensiial Dusun Darungan 50 meter Masysrakat 34.000.000 DD
S8 f%?ﬂfkm dan Inavasl Dase
Rehabliinael Jalan Abu Kasih Sesual Kebutuhan Dusun Darungan 08 meter Masyarskat 43,000,000 o))
[ trukt Inovas|
Pevinglsasl 1. H Fuad ::’:l’;;',;;""“ "; KACan Inovas! etk DusunKeafon | 100x2 | meter |  Masyarakar 45.000000| oD
] 1 |
Pavinalans! Jalan Balok Zu(lw Infrasteuktur dan Inovasl Desa Dusun Krajon 200%2 | meter Masyaraket Ranodin o
Pavinglsas) Gang Mas|ld Nurul Yagln (P SDGS 9 ¢ Infrastruktur dan Inovasl Desa
Salam) Sesual Kebutuhan Dusun Kedung Sumur | 200x2 | meter |  Masyarakat s0.000.000| DO
Y " " 'n- " L"“‘“r l'n 1 -n 'lp
engarasan Jalan Usaha Tanl
DG 9 ¢ Infrastruktur den Inovasi Desa
Pengaspalan Jalan Gumuk $0aa, 0. ofruatrokturcon n Dusun Krajan 489 meter Masyarskat 240,000,000 DD
Pembangunan Jalan Tembus Gumuk « Jalan  |$0GE 9 ¢ Infrestruktur dan Inovas) Desa
satukl gesunl Kebutuhan Dusun Kedung Sumur | 350x3 | meter Masyarakst 175.000.000 oD




[Prmanrane swinr Do (Gorona-saran.

[pe, e Jalan lein) 5 5T ST = \ \ \ \ \
Embangunan Saluran Irigasi sarlan Sesu’ai K nirastruktur dan inovas 2 \ Dusun Darungan \ S00 \ meter \ Masyarakat \ mmm\
Pembuatan Plengseng saluran Irigasi di SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa
Sesuai Kebutuhan Dusun Darungan 150 | meter \ Masyarakat \ 86.000. uoo DD v \ \
. N SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa
Pembangunan saluran irigasi kasta'i Sesusi Kebutuhan Dusun Krajan 500 meter Masyarakat 100.000.000 DD v 1
Lanjutan Rehabilitasi / Pembangunan SDGs 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa
Saluran Air Jalan Nusa Indah Sesuai Kebutuhan Dusun Krajan 497 meter Masyarakat 308.000.000 DD v
Rehabilitasi / Pembangunan Saluran Air SDGs 3 : Infrastruktur dan Inavas Desa
alan Cempaka Sesuai Kebutuhan Dusun Krajan 360 meter Masyarakat 250.000.000 DD v
Rehabilitasi /pembangunan Saluran Air jalan|SDGs 9 ! Infrastruktur dan Inovasi Desa
pasar Sesusi Keb: an Dusun Krajan 160 meter Masyarakat 85.000.000 DD v
Pembangunan TP) Masjid Irsyadul Falah 2::::? ’e";"?“'a“kt“' dan Inovasi Desa Dusun Krajan 28 | meter | Masyarakat 30.000000] oD v I
Pembangunan Gedung/ Prasarana Balai
Desa/ Balai Kemsyarakatan

Pemb

[Rehabilitasi/Pening)
Pemakaman Milik Desa/Situs

Pembuatan Parkir dan Tempat Wudlu di
makam Darungan

SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa

1

| ]

§
|
]
.
-
]
]
]

A
l

Dusun Darungan l meter Masyarakat I 15.000.000 l PAD I l
Sesuai Kebutuhan
\ Pembangunan Pagar Makam Marsodo :l:?:a?;;nhs::mr dan Inovasi Desa Dusun Kedung Sumur ’ 1 , Is Masyarakat ’ 20.000.000 ’ PAD I v I !
|Pembangunan/Rehabilitasi/Pening bess I I l [ , I
\ﬂ:numenlaapuralams Desa
\Tugu Batas Dusun S0Gs9::Infra h G dan| % semua dusun 3 unit Masyarakat 45.000.000 ’ PAD/ADD I v l I
i 3]
SDGs 9 ; Infrastruktur dan Inovasi Desa Desa 4 unit rakat 20.000.000 | PAD/ADD
\tengen tan Gapura Perbatasan Desa Sesuai Kebutuhan Masya
\ SDGs 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa semua dusun 2 funit Masyarakat 90000000 | ADD/BGH| ¥
Gapura Jalan Desa Sesuai Kebutuhan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah D
raga Milik Desa
SDGs 9 : Infrastruktur dan Inavasi Desa )
Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola ik han Desa 1 Unit Masyarakat 5.000.000 oD
SDGs 9 : Infrastruktur dan Inavasi Desa B
Pemeliharaan lapangan Badminton Sesuai Kebutuha Kantor Desa 1 unit Masyarakat 5.000.000 | ADD/PAD
Sub Bidang Kawasan " .
) angunan/ Rehah Rumah Tidak Layak
Huni (KTLH] GAKIN (pemetaan, validasi,
dlf)
. N Rumah ta
Rehab Rumazh tidak layak Huni SDGs 10 : Desa Tanpa Kesenjangan Dusun Darungan 1 unit . h'w 20.000.000 DD
—Miskin _
5 : Rumszh tarw
Rehab Rumah tidak layak Huni SDGs 10 : Desa Tanpa Kesenjangan Kedung Sumur 2 unit s 40.000.000 DD
s Rumah
Rehab Rumzh tidzk layak Huni SDGs 10 : Desa Tanpa Kesenjangan Dusun Krajan 1 |umt htangga 20000000| oo
—Miskin _
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
|Sumur Resapan




[Fasiiivas sarmtsmrs mmam /ACK umum, an

| \ NN \ .
&nbﬂngunan Jamban untuk warga Miskin |>DCS © : Desa layak air bersih dan A Ruman tangga \
. T sanitasi \ semua dusun \U"'t \ Miskin mmu.um\ o0 \ \
Fasmms Pengelolaan s:mpah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank
Sampah, dii)
Pembuatan Bank Sampah SDGs 12 : Konsumsi dan Produksi Desa
Sadar Lingkungan semua dusun 200 |titik Masyarakat 50.000.000 DD v
Pembangunan/Rehabilitas/! Peningkatan/P
engadaan Penerangan Lingkungan
Pemukiman
- SDGS 11 : Kawasan Pemukiman Desa
La P 3
mpu Peneragan JI. Padang Pasir s an Dusun Darungan 20  |unit Masyarakat 30.000.000 DD v
SDGS 11 : Kawasan Pemukiman Desa ’
Lampu Penerangan JI. By Pass man dan myaman n Dusun Darungan 10 ([unit Masyarakat ZGM,OOOI (s3] ’
; SDGS 11 : Kawasan Pemukiman Desa ,
\lzmpu Penerangan Jalan Dahlia aman dan an Dusun Krajan 15 Junit Masyarakat I ZZ.SO0.0(XJI DD I v I
SubBidangKehutzmn pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/p
dan Lingkungan Hidup emeliharaan/p lolaan Ruang Terb
Hl[au (RTH) milik Desa
PemellharaanTaman SDG:‘ Az iowesan Panulimen Desa Desa Jambearum ' 1 [ is I Masyarakat [ 5.000.000 I m/m)’ [ l 7
2man dan nyaman
elatihan/Penyuluhan pendidikan Tanggap|SDGS 11 : Kawasan Pemukiman Desa
mbea Masyarakat .000.
\D:mm Bencana aman dan nyaman Aunle 5 ol r [ T l I l / 7
Sub Bidang Perhubung; bu dl Jalan Desa l I l I l
Informatika \pmun Papannama jalan e Desajambearum | 15 | wnit | Masyarakat 5000000 | eGH f v | |
aman dan ayaman
\Pengz = ierce SDGS 11 : Kawasan Pemuidman Desa Desa Jambearum 10 unit Masyarakat 10000000| DD ’
aman dan pyaman
Penyelenggaraan Informasl Publik Desa
(Poster, Baliho, dll)
Publikasi Penryelenggaraan Pemer SDGs 17 : Desa Berjejaring Desa Jambearum Masyarakat 5.000.000 | DD/ADD v
Publikasi Media SDGs 17 : Desa Besjejaring Desa Jambeasum Masyarakat 7.500.000 | DO/ADD v
Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pengelolaan
Website desa, Peraiatan PengerasSuara, |SDGs 17 : Desa Berjejaring Desa Jambesrum Masyarakat 22.500,000 | PO/ADD v
Radio S5B, Koran Desa, dil.
Sub Bidang Pariwisata Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan
Sarana dan Prasarana Pariwisata Milim **)
" SDGS 12 : Kelesnbagaan Desa Dinamis Desa Jambes: vy
1. Pembangunan Temgat Wisata Kuliner dan Budaya Desa Adaptif um s Masyarzkat 179.000.000 DD
| Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan SDGS 18 : Kelembzgaan Desa Dinamis Desa Jambezarum Masyarakat 6000000 DO v
| Kesenian dan Kebudayaan Milik Desa dan Budaya Desa Adzptif
Jumiah Per Bidang Il 3072689545
3 [ym(mm Sub Bidang Ke , l:‘ 23 [Penyelenggaraan Pos ISDG; 11 Kawasan Pemuldman Aman Sermua AW I 18 l Pos | Masyaratat 15.000000| DD v
Kemasyarakatan Desa | Ketertiban Umum dan
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Siaiz Lokal Desa
Penyedion Pos Kesizosizz=an Senrare Sicls |SDES 13 - Dess torgzap Pontaten : o 2| e Weasyardiz P 0 s i
Lois] Des= i
Z=mon Adicm otk Acaresr Desacom | B X T iaroar ox ¥
Wasyaraizt hiskn SDEs 15 - Desz Damai Barczadilan etz e 2 Woasgargiat
PelzTian/Peoyulnan/ Socaiog Laxaes
Wesyarake: & Sl Mol dan |SDEs 16 - Dess Domray Barceadion Desz iaiezrwn 1| Tahas Wasyacaiar 2202001 oo a
Perindungan Wasyarakat ‘
sme-l . ‘Pmmksﬁlm
Mhmm
l!.hnlwﬂ
\wmr ZE A et Des Sambearass 1| == Wasyaoian womam| 0 v ’ ,
|Ps-’m;£nhmlm ]ﬁ‘j:mhm Des2 tambearars 1] =% Wasyzziat 2020930 750 v ’ ]
|:eﬁmmﬁa 1:;:513:%050-“ Dess sambesrum 1| = Wesparsian woman| oo ¥ ,
Panyslengra=an bagetan Buic Berame SDES 12 - Reiembagaan Desz Dimarmes
om Samtran fesi Yasie P Dess Aot Do fambeawm 1| =8 Wosyarsioe so0z.00m 20 v
T D=z farmbezran 1| = | vy 2omom| 20 v
Panysiangarsan Heri Sartsi suhesn:u:;-p—n-_-sm' Do Sambeanes 1| xa Wasyarsice 70mom| oo 7
Son Budovs Dess Adarn? .
[ e o | | e | | w |
20 Bucove Do Sfae®
Penysisngzaramm Surztan Wessal G518 2 Kelembagrmn Duca IRt Doss tambearuen 10 Ak | s 200mam| oo v
don Susove Desp Sctmon®
Sub Sigang giriman Konringen K P ) _
dan Oizhraga 2wl desa the. B e —— Des fambearus 2| & | e eomom| oo v
Kar/Kab/Kota
Penysiengparsan — — |SDGS 128 : K=lembagaan Dess Dimamis
Hingiat Desa an Busayz Dess Adapsit Do lambearum 2 <1 Masaraiat 4900000 o0 «
Penyelenggaraan Festival/ lomba |SDGS 12 : Kelembagzan Desz Dmamis
Kepemudzan dan Olahraga Tingkat Desa | Zan Budays Dexs Adaptif D= Jazbearum 0| Ocang Wasyaraicr 200:am oD v
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan olahraga Milik Desa
1 Penzadzan sarems untuk komunit=s alsh | SDES 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
rz= dan Buzzya Desa Adaptf Des3 fambearum 1 s Masyaralat 3omomw| oo v
Pembinaan Karang taruna/Kiub
Kepemudzan/ Clahrags Tingkst Desa
: Kelembagaan Desa Dinamis N
1 Permbinzan Kicb Sepak Boia ey Desa jarmbearen 1| Taéhwn | DwoEhep somom| oo '




BOGS 10 1 Kelembaanan Gosn Dinamis
/. dava Daan Adaselt

Desa jambenram |

1\ Turwan \ T ——— \

AN N\ s N

N\

T
r‘i Ve itk L SDGS 18 ; Km:r'v‘-nbagaan Desa Dinamis \ -\
S5 B Kelembegean [oambinaan LKAMD/LEMAPMD e s e e e \ Desa Jambearum \ an\ Orang \ PMD \ glmum\ AOD \ « \ \
/Pembrn--n PKK SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis \
o - Desa Jambearum \ 3u\ Orang \ PRK \ nnmm\ ADD \ N \ \ 3
SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
!Pemblnaan Karang Werda i ‘ i Desa Jambearum 6| Kkali | KarangWerda \ 6.000.000 \ ADD \ v \ \
Pelatihan Pembinaan Lembaga SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis S
Kem: rakatan dan Budaya Desa Adaptif Dedh Jaocearun B Kol et 3:000.000: AOD b
Penyelenggaraan Festival/Lomba Lembaga
SDGS 18: Kelembagaan Desa Dinamis
Kemasyarakatan Desa ( LPMD,PKK,Karang Desa Jambearum 1] Kali Masyarakat
; 5.000.
Werda,DLL) dan Budaya Desa Adaptif 5y 000:000 ADD v
Jumiah Per Bidang llI 185.500.000
[ Pemberdayaan Sub Bidang Kelautan E—
NGEiaiiaEe Pembangunan Kolam Ikan milik desa SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan Desa Jambearum 3 unit Masyarakat 15.000000 | DD J
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Perikanan SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan Desa Jambearum 1 I Keglatan Masyarakat ( 4.,000.000 l DD l I
Sub Bidang Pertanian dan Peningkatan Produksi Pertanian dan
Desa Jambearum 7 Unit Kelompok Tani 10.000.000 DD l

Petemakan (Pengadaan Alat)

SDGS 2: Desa Tanpa Kelaparan

Pengadaan Bibit temak

SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan

\Penguatan ketahanan pangan lokal Desa

SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi
Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan

lPelatlhan Peternakan dan Perikanan S0Gs18 2 Kelembazaan ?ﬁa Dinamis Desa Jambearum 30 Oorg ’ Masyarakat I 5.000.000 I DD l v
LPeIatihan Kelompok Tani ::G‘ 18; Kelembagaan ?esa Dinamis Desajambearum | 31 org Masyarakat I 5.000.000 [ oD [ v I l
\ielallhan Pengdlahan Limbah ternak 5255 183: Kelemba:::n:esa Dinamis Desa Jambearum 32 org rmasyarakat I 5.000.000 I DD I v ! I
dan Budaya Desa Adapti
SemafberniniSeiieanige SDGs 17 : Desa Berjejaring DesaJambearum | 500 | M Petani 35000000 oD v
tersier/Sederhana
Sub Bldang Peningkatan SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
Kapasitas Aparatus Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Budaya Desa Adaptif desa 1 org Kepala Desa 2.000.000 bD v
SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
Peningkatan Kapas|tas Perangkat Desa dan Budaya Desa Adaptif desa 11 org Perangkat Desa 3.000.000 I /] ’ v I , 7
SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis ,
Peningkatan Kapasitas BPD dan Budaya Desa Adaptif desa 9 org BPD 3.000.000 DD v
Pelatihan/Penyuluhan/Bimbii Teknis |SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis
Y 8 desa 3 P 000, DD
Pengelolaan Keuangan Desa dan Budaya Desa Adaptif og erangkat Desa 5.000.000 v
Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis d 3
Inventarlsasi aset Desa dan Budaya Desa Adaptif esa org Perangkat Desa 2000000 DD v
Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat 5DGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis desa 2 on P K
Des: .000.000 DD v
Desa, Operator, Petugas Desa lainnya dan Budaya Desa Adaptif B ‘erangkat Desa 2.000.
Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Pemberdayaan |Perempuan
Perempuan, Perlindungan | pelatihan Menjahit Tata Busana SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa desa 30 org Masyarakat 5000000 | DD v
Anak dan Kel
Pelatihan Usaha bagi ibu2 rumah tangga SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa desa 30 org Masyarakat $.000.000 DD v
Pelatihan Membatik SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa desa 30 org Masyarakat 5.000.000 DD v




I/ /Peng
Pemberdayaan Perempuan dan

wan

Masyacakay =500 von = Se— 1' T —
/ Perlindungan Anak
4
1 rusts H i
Pengarustamaan Gender SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa desa 1 Ls Masyarakat 5.000.
Sub Bidang Koperasi, |Pelatihan Manajemen oo B !
Usaha Micro Kedildan  |Koperasi/KUD/UMKM
Menengah (UMKM) | periatihan Branding dan Marketing UMk | 505 8 : Pertumbuhan Ekonom Desa d I 30 I
Merata esa org I Masyarakat 5.000.000 DD
Pe.ngemhargan SaranaPrasaranaUssha  (SDGSS: Pertumbuhan Ekonomi Desa -
Mikro Kecil, Menennl_'\ dan Koperasi Merata semua dusun I : I i I Masyarakat I 10.000.000] ot I v I
:manggarun Festival/Bazar/pameran |SDGS &: Pertumbuhan Ekonom Desa I d
Merata esa ] 1 I kali I Masyarakat I 10.000. ’ ]
Lain Lain sub kegiatan bidang Koperas, u e - «
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ' l I l I I l l }
Pengadaan Bantuan Modsl untuk Usaha SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa ’
Kedil Merata ' semua dusun I ’ ’ Masyarakat l 20.000.000 / DD l v I
Sub Bidang Dukungan SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa
Penyertaan Modal BUMD|
? . \ - £s —" ’ desa ] 1 I Kali I Masyarakat [ ssooo.ooo] oD l v [ /
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa
( vang dila oleh Pemdes)| Merata desa 1 kali BUMDes 10.000.000 DD v /
Sub Bidang Pe: SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa
Eicineg rdagangan \Pemﬁhamn Pasar Desa/ Kias Milik Desa - Pasar Desa l 6 I kali I Masyarakat I 10.000.000 ’ DD / v / ?
Pembangunan/ Rehah Pasa Desa/ Kios
1. Pembangunan Pagar dan Pavingisasi SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa ;
ke " Pasar Desa l 1 ’ kali I Masyarakat l 25.000.000 l DD l v / /
 Retabionpa SOSSRERN ERROLNG Scsroni D Pasar Desa l 2 [ Unit I Masyarskat I 35.570.000 I oD l l /
Jumish Per Bidang IV | susmom]| [ [
Pi Bencana Alamdan Non  |SDGs 13 : Desa Tanggap Perubahan
A:::nggulauan nca s Desa Jambearum 1 ’ Ls I Masyarakat / 30.000.000 / DD / v / /
SDGs 11 : Kawasan Pemukiman Aman
‘ P pan - e Desa Jambearum 1 Paket ’ Masyarakat I 5.000.000 I DD / v / l
‘Bamuan Langsung Tunai SDGs 1 : Desa Tanpa Kemiskinan Desa Jambearum 65 kpm ’ Masyarakat I 234, OOOOOOI 7] l v l /
\Ba N SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan Desa Jambearum 50 Paket I Masyarakat ! 12.500.000 l DD I v l /
lBantuan Ghatan SDGs 3 : Desa Sehat sejahtera Desa Jambearum 1 Ls , Masyarakat I 4.000.000 I DD I v l / #
Jumlah Per Bidang V ’ 285.500.000 J I I l i
JUMLAH TOTAL J 5.025.309.345 [ [ | | [
’ s Jambearum,~ Oktober 2022
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